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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 44/M-DAG/PER/12/2011 

TENTANG 
TANDA TERA TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal dan Pasal 4 Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda  Tera,  perlu  
menetapkan  ukuran,  bentuk,  jangka  waktu 
berlakunya tanda tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, 
Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tahun 
2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Tera 
Tahun 2012; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3193); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 
Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3329); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang 
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera 
Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, 
Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 77 Tahun 2011; 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi  Eselon  
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I  Kementerian  Negara  sebagaimana  telah  diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang 
Penyelenggaraan Kemetrologian, sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999; 

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera; 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TANDA 
TERA TAHUN 2012. 

Pasal 1 

(1) Tanda Tera Tahun 2012 terdiri dari: 

a. Tanda Sah; 

b. Tanda Batal; 

c. Tanda Jaminan; 

d. Tanda Daerah; dan 

e. Tanda Pegawai Yang Berhak. 

(2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam 
kegiatan tera atau tera ulang. 

Pasal 2 

(1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, 
dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada Surat 
Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera 
ulang. 

(2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, 
dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi 
persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang. 

(3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
c, dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari 
UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk 
mencegah penukaran dan/atau perubahan. 
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